Jurnal Respon Publik I SSN: 2302-8432
Vol., No. 11, Tahun 2023, Hal: 38-44

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN HIJAU
DI DESA PENDEM KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

Ronika Maulidinial, Taufig Rahman |lyas?, Septina Dwi Rahmawati
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas ISlam Malang
JI. MT Haryono193, Malang, 65144, Indonesia
e-mail: ronika.mdal5@gmail.com

ABSTRAK

Konversi lahan pertanian akan terjadi lebih cepat karena luas kawasan hijau yang tetap dan pertumbuhan
penduduk meningkat. Adanya kewenangan dan pengaruh dari stakeholder terkait kebijakan pembangunan
nasional dan daerah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan
menganalisis peristiwa maupun fenomena lapangan yang terjadi. Penelitian pada analisis stakeholder
berdasarkan kepentingan dan pengaruh menurut Bryson dengan empat kategori yaitu players, subject, context
setter, dan crowd. Terdapat enam stakeholder terkait pengendalian konversi lahan hijau dengan bidang yang
berbeda-beda yaitu masyarakat, pemerintah desa, hingga dinas-dinas terkait dalam fenomena ini, diantaranya
penetapan lahan sawah dilindungi, pengembangan pertanian berkelanjutan untuk pangan, rekomendasi
pergeseran penggunaan lahan, dan pengoptimalan kesgjahteraan petani di Desa Pendem. Saran dari peneliti
yaitu, membuat Peraturan Daerah terkait alih fungsi lahan, dibentuknya tim pengendalian konversi lahan hijau
yang terstruktur dan peningkatan produktivitas pada komoditi padi yang ada di Desa Pendem.

Kata kunci: Stakeholder, Konversi Lahan Hijau, Desa Pendem

Pendahuluan Tabel 1.1

Sebagai sumber pangan, energi, dan air, serta Keseluruhan Penduduk di Kota Batu
penopang sistem kehidupan, dimana tanah menjadi Boisins
salah satu faktor pemenuhan kebutuhan dalam i, wiliyith
negara agraris, namun terjadi ketimpangan pada e
struktur  kepemilikan tanahnya. Terdapat pihak 1 Kacamann 3R pOsIE PRSIl BLSIY 0PN

individu maupun kelompok masyarakat yang secara
berlebihan dan sepihak menguasai tanah. Tanah di
pedessan menjadi salah satu  komponen 4 keeemann EmeiEiio (82050 LEGD ELE ELT
permasalahan masyarakat karena adanya disparitas

4. Rocamaran dantg a £ HdE FE. 105 FeE2l SEAEN

atall perbedaan atas kawasan |ahan Seb@al Talil 17452 2hEndA Hzasi ZEEINT
kepemilikan tanah. Sumber: Pengolahan data melalui
Seiring dengan berjalannya  waktu batukota.bps.go.id

pembangunan berkelanjutan suatu kota Kecamatan Junrejo mengalami peningkatan
membutuhkan keseimbangan agar memenuhi jumlah penduduk yang cukup signifikan, hal
kesgjahteraan masyarakat. Perkotaan atau urban tersebut menjadikan kebutuhan akan masyarakatnya
menunjukkan karakteristik kawasan perkotaan, juga bertambah. Kondisi wilayah dengan
skenario ini berupa kawasan pinggiran kota atau pertumbuhan  penduduk  meningkat  dengan
kawasan pinggiran kota, bila pemukiman tersebut keterbatasan penyediaan lahan, dimana lahan hijau
berisi kota besar dan wilayah pengaruh di luar batas kerap kali beraih fungs menjadi pemukiman.
administratifnya (Kustiwan, 2020:6). Kota Batu K ebutuhan terhadap lahan yang tersediatidak hanya
terletak di dataran tinggi dengan kekayaan hasil untuk kebutuhan rumah tinggal atau permukiman,
perkebunan dan pertanian. Wilayah tersebut juga namun kebutuhan pembangunan fasilitas umum
mengalami  kondis peningkatan dan penurunan lainnya juga perlu diperhatikan, klasifikasi
jumlah penduduk pada tiap tahunnya. penggunaan lahan, sebagai berikut:

38



Jurnal Respon Publik
Vol., No. 11, Tahun 2023, Hal: 38-44

Tabel 1.2
Pemanfaatan Lahan di Kota Batu
Kecanlar. Pz Dalian o L) Talwa 2019 Tl
Sawal Perlarjan Tutkan (Ha)
Rukar Zaweh  Todroian
Hare B L Fdan sl 140500 454560
.I':nre_ic- LA NI Paditnd FLLLREY | AN
H1I.n1iﬂji o dnh TEA0ATS TEL: V270087
Euta Dalu 142769 1712803 23193 19A0EW

Sumber: batukota.bps.go.id

Data tahun 2019 yang terakhir dirilis pada 14
Mei 2022 menunjukkan Kecamatan Junrejo dengan
penggunaan lahan sawah terbanyak. Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030
dimana kawasan agropolitan salah satunya
dikembangkan melalui Desa Pendem, Kecamatan
Junrejo.

Desa Pendem menjadi kawasan dengan luas
lahan hijau yang cukup banyak yaitu 400 Ha dari
total 623,74 di Kecamatan Junrgjo pada saat ini,
bahwasanya beberapa area perumahan dan
pembangunan telah diciptakan dari sawah yang
memakai konsep aam seperti cafe ditengah
persawahan. Pada saat ini, Pemerintah Desa Pendem
belum memiliki Peraturan Desa mengenai alih
fungsi lahan, namun telah bersinergi bekerjasama
dengan Dinas Pertanian Kota Batu (DISPERTA)
dan Dinas Koperas dan  Perdagangan
(DISKUMDAG) sebagai bentuk pengendalian lahan
hijau (Surya.co.id Kota Batu, 2022). Koordinasi
antar stakeholder serta sinergitas ini diperlukan
berdasarkan kepentingan publik dalam mencapai
keseimbangan antara kebutuhan manusia dan
sumber daya alam dengan tetap menjaga gagasan
kelestarian alam.

Tujuan Pendlitian
Bertujuan untuk mengenali, mengklasifikasikan,
dan menguraikan stakeholder dalam pengendalian
konversi lahan hijau di Desa Pendem, Kecamatan
Junrejo, Kota Batu.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diharapkan dapat mengungkap
infformas  baru mengenai ha  keterlibatan
stakeholder dalam pengendalian konversi lahan
hijau di Desa Pendem, Kota Batu dan memberikan
referensi terkait penelitian yang serupa. Selain itu,
secara praktis diharapkan dapat memberikan
evaluas untuk pihak-pihak terkait dari hasil analisis
stakeholder dalam pengendalian konversi lahan
hijau.

Tinjauan Pustaka

Teori Stakeholder

Menurut teori pemangku kepentingan, pemangku
kepentingan adalah setiap kelompok atau orang
yang mungkin mempengaruhi atau terkena dampak
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pencapaian tujuan organisasi. Teori ini menyoroti
perlunya prosedur dan pendekatan untuk
meningkatkan  kapasitas  organisass  dalam
manajemen strategis. Setidaknya ada tiga tingkatan
d mana kita harus memahami proses yang
digunakan organisasi untuk mengelola hubungan
dengan pemangku kepentingannya, Tim
perencanaan  strategis perlu  mengidentifikasi
pemangku kepentingan dalam organisasi (Freeman,
1983:52).

Analisis stakeholder

Dalam mengevaluass dampaknya pemangku
kepentingan terhadap organisasi, standar mereka
dalam mengevaluasi kinerja organisasi, bagaimana
organisasi merespon standar-standar ini, bagaimana
pemangku kepentingan mempengaruhi organisasi,
dan secara umum mengapa pemangku kepentingan
berperan penting dalam organisasi untuk melakukan
analisis pemangku kepentingan secara menyeluruh.
(Bryson, 2022:60).

Teknik analisis stakeholder ini, melalui beberapa
langkah yang dilakukan secara berurutan, dimulai
dengan mengelompokkan pemangku kepentingan
ke dalam matriks dua per dua berdasarkan
kepentingan pemangku kepentingan terhadap isu
yang dihadapi dan pengaruh (kekuasaan) mereka
untuk mempengaruhi isu tersebut, lalu tambahkan

kategorinya:
1. Players
2. Subject
3. context setter
4, crowd.

Perencanaan strategis

Pendapat dari Olsen dan Eadie (Bryson, 2022) yang
menyatakan bahwa metode upaya sistematis untuk
mengambil suatu hal yang krusia dan mengambil
aktivitas yang membentuk dan memandu bagaimana
suatu organisasi beroperasi, apayang dilakukannya,
dan mengapa organisasi tersebut melakukannya.
Pengumpulan informasi yang komprehensif,
eksplorasi pilihan, dan fokus pada dampak tindakan
saat ini untuk masa depan merupakan komponen
kunci dari perencanaan strategis.

Alih fungs lahan

Fenomena beralihnya sebagian fungsi atau seluruh
luaslahan dari peruntukannyadikenal dengan istilah
konverss lahan. Menurut Kustiawan (Hatu,
2018:39), Konversi lahan mengacu pada pengalihan
tugas atau, lebih luas lagi, perubahan distribusi
fungsi lahan. Akibatnya, hal ini merugikan potensi
lahan dan lingkungan sekitar.

M etode Penelitian

Jenis Penelitian

metode penelitian

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang
digunakan berdasarkan kesesuaian dengan pokok



Jurnal Respon Publik
Vol., No. 11, Tahun 2023, Hal: 38-44

permasalahan yang dibahas, dengan fokus pada
pemahaman komprehensif terhadap subjek yang
diteliti, berangkat dari lapangan dengan melihat
kejadian-kejadian atau gejala-gegjala yang terjadi
untuk  menangkap (memahami) fenomena
fenomena atau fenomena-fenomena sosial .

Fokus Penélitian
Analisis stakeholder dalam pengendalian konversi
lahan hijau dimana pencarian data penelitian yang
berfokus pada rumusan masalah, yaitu: bagaimana
analisis stakeholder dalam pengendalian konversi
lahan hijau, mengacu pada 4 kategori berdasarkan
kepentingan (interest) dan pengaruh (power)
terhadap pengendalian alih fungs lahan hijau,
diantaranya:

1. Players, memiliki kepentingan dan pengaruh
yang tinggi.

2.  Subject, mempunyai banyak kepentingan, tetapi
pengaruhnya kecil.

3. Context Setter, mempunyai sedikit
kepentingan, tetapi mempunyai pengaruh yang
besar.

4. Crowd, tidak ada kepentingan dan tidak dapat
dipengaruhi.

Situsdan Latar Penelitian

Adapun lokas penelitian ini ada di Desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Selain itu, lokasi
penelitian di Desa Pendem. Di tingkat desa,
Pemerintah dan Masyarakat Desa Pendem menjadi
peserta, dan Pemerintah Daerah terkait yang telah
bersinergi dalam upaya pengendalian konversi lahan
hijau.

Sumber Data

1. Data primer penelitian didapatkan pada saat
pengumpulan informasi melalui wawancara
terhadap subjek penelitian para pemangku
kepentingan dalam pengendalian konvers
lahan hijau di Desa Pendem, K ota Batu.

2. Dokumen berfungs sebagai media perantara
dalam memperoleh data sekunder penelitian.
Diantaranya laporan tahunan, rencana strategis,
dan laporann kinerja. Serta peraturan-peraturan
yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observas dengan menghimpun data penelitian
melalui pengamatan dan penginderaan. Adanya
pemetaan L SD dan LP2B di DesaPendem, serta
enam stakeholder yang saling berkaitan.

2. Wawancara adalah teknik mengkomunikasikan
pengumpulan data. Teknik wawancara yang
digunakan oleh peneliti secara terstruktur dan
tidak terstruktur. Wawancara dilakukan selama
1-2 jam, menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi atau teknik penelusuran data
masa lalu, diantaranya data diambil melalui
batukota.go.id salah satunya dokumentasi pada
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Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) RPIMD Kota Batu 2018-2022.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikaji sebagai berikut

dengan menggunakan model interaktif dari Miles,

Huberman, dan Saldana (2014) sebagai berikut:

1. Data condensation
Kondensasi untuk memperkuat data, proses
pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan
disebut dengan kondensasi data.

2. Data Display
Kumpulan data yang teratur dan ringkas yang
memungkinkan inferenss dan tindakan.
Penygjian data dilakukan untuk membuat
analisis stakeholder berdasarkan teori yang
telah ditentukan sebagai landasan dalam
menganalisis pembahasan dalam penelitian.

3. Conclusions and Verifying
Temuan awa masih bersifat sementara, jika
lebih banyak bukti ditemukan, bukti-bukti
tersebut akan berkembang dan menjadi lebih
kuat dan lebih pasti. Hingga bertemu dengan
kesmpulan final. Disgjikan data-data yang
telah dipadatkan akan diverifikasi untuk
mendapatkan bukti yang kuat sehingga
menghasilkan  kesimpulan  vaid.  Serta
menjawab  masalah mengenai  anadisis
stakeholder dalam pengendalian konversi lahan
hijau di Desa Pendem.

Keabsahan Data

Terdapat tiga jenis triangulasi sebagai pengujian

keabsahan data menurut Sugiyono (2015) yaitu:

1. Triangulasi sumber
Verifikas keakuratan data dengan melakukan
referensi silang dengan sumber lain, informasi
terkait analisis stakeholder dalam pengendalian
konversi lahan hijau.

2. Triangulasi Teknik
Dengan membandingkan data dengan sumber
yang sama menggunakan beberapa metode
verifikas, agar menentukan kebenaran data.
Dalam penelitian ini, dokumentasi
dibandingkan dengan data yang dikumpulkan
melalui wawancaramendal am dengan informan

berkaitan  dengan  stakeholder  dalam
pengendalian konversi lahan hijau.

3. Triangulas Waktu
Verifikass kebenaran informas  dengan

menggunakan waktu pengumpulan data,
dimana hal tersebut juga berpengaruh pada
narasumber dilakukan dengan cara wawancara
di hari yang berbeda dan dilakukan di waktu
siang atau sore hari disaat narasumber sudah
santai dengan tugas pekerjaannya
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Pembahasan

Analisis  Stakeholder dalam  Pengendalian
Konversi Lahan Hijau di Desa Pendem, Kec.
Junregjo, Kota Batu.

Analisis stakeholder yang menggunakan cara
pengkategorian berdasarkan pada kepentingan
(interest) stakeholder terhadap permasalahan yang
dihadapi, dan pengaruh (power) stakeholder dalam
mempengaruhi pengendalian konversi lahan hijau di
Desa Pendem, Kec. Junrgjo, Kota Batu. Terdapat
empat kategori dan enam stakeholder berdasarkan
hasi| penelitian.

1. Players
a BAPPEDA (Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah)

Hasil kajian lingkungan hidup terkait
tugas dan fungs BAPPEDA terdapat
empat permasalahan yang perlu ditangani.
Pada poin petama sesua dengan
permasalahan yang diambil pada penelitian
ini yaitu kurangnya lahan yang tersedia
untuk rencana pengembangan, penggunaan
properti telah berubah. Selain itu, akan
terjadi pengurangan jasa ekosistem, seperti
pengurangan luas kawasan lindung.

Pada tingkat daerah
pengadministrasian peraturan zonas oleh
BAPPEDA bertugas memeriksa,
merekomendasikan, dan
merekomendasikan batas-batas zona untuk
setiap perubahan peraturan atau peta
zonasi. Kewenangannya dalam
perencanaan, pengembangan daerah dalam
menetapkan kebijakan Lahan Sawah
Dilindungi (LSD) dan pengawasan
kawasan strategis. Keterbaruan kebijakan
oleh pemerintah pusat dengan adanya
penetapan Lahan Sawah Dilindungi (L SD)
sebagal implementasi Peraturan Presiden
Pengendalian Konverss Lahan Sawah
Nomor 59 Tahun 2019 mulai berlaku pada
tahun 2019 melalui pelaksanaan kegiatan
verifikas lahan sawah.

Keterlibatan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
kuat dalam mengidentifikasi permasalahan
dalam inisiatif kebijakan pada saat ini
menunjukkan dedikasinya dalam
pengendalian alih fungsi lahan hijau yang
dihimpun dari semua masukan stakeholder,
yang dilakukan melalui musyawarah
pembangunan RPIMD Kota Batu 2018-
2022.

Pengaruhnya sebagai perencana dan
pengembangan daerah termasuk dalam
pengendalian aih fungs lahan hijau
dimana BAPPEDA berperan sebagal
pengambil keputusan (policy creator)
khusunya dalam bidang zonasi, sebagai
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akselerator dalam percepatan upaya
pengendalian alih fungsi lahan dari setiap
organisas pemerintah daerah yang terlibat,
dan sebagai koordinator dalam tinjauan
teknis perencanaan upaya strategis pada
stakeholder yang terlibat.

DISPERTA (Dinas Pertanian dan
K etahanan Pangan)

Signifikansinyaberasal dari kewgjiban
dan tanggung jawab Departemen Pertanian
dan Ketahanan Pangan, yang mempunyai
kewenangan untuk mengawasi, menilai,
dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
pertanian dan ketahanan pangan, yang
merupakan komponen pencegahan
konversi ruang hijau.

Kewenangan terhadap pelaksanaan
rencana pengembangan sektor pertanian
dan ketahanan pangan terhadap |ahan hijau
khususnya dengan aturan yang jelas untuk
mencegah konversi lahan pertanian subur
yang dapat membahayakan ketahanan
pangan. Selain itu, mendukung prasarana
dan sarana pertanian dengan meningkatkan
standar sumber daya manusia petani,
bahwa keputusan untuk menggunakan
LP2B sebagai pengendalian aih fungs
lahan pada kawasan pertanian.

Pengaruhnya dalam peran sebagai
fasilitator dalam mensgahterakan petani
dan peningkatan produktivitas pertanian.
dimana stakeholder ini yang berpengaruh
terhadap pengambilan keputusan untuk
pengendalian alih fungsi lahan hijau. Serta
perannya sebagal fasilitator pengelolaan
lahan hijau dalam beberapa aspek
diantaranya produksi, budidaya, ketahanan
pangan, dan peningkatan kesejahteraan
petani.

DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang)

Kepentingannya didasarkan pada
tanggung jawab dan fungsinya, khususnya
dalam penyusunan kebijakan teknis dan
rencana strategis, penetapan rencana kerja
dan anggaran, pelaksanaan kebijakan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia
aparatur, penatausshaan dan evauasi.
proyek pekerjaan umum dan perencanaan
tata ruang, dan kewenangan untuk
membuat rekomendasi untuk perubahan
penggunaan lahan dan pengembangan
irigasi. Ha  terssbut  memberikan
kewenangan stakeholder ini dalam
kawasan tata ruang, kawasan pokok,
kawasan pertanian, dan kawasan lindung
dalam perencanaan, eksploitas,
pengelolaan, dan pengorganisasian
teknologi kawasan tersebut dalam konteks
investasi dan pertumbuhan ekonomi.
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Pengaruhnya dalam peran sebagai
fasilitator pelayanan rekomendas alih
fungsi lahan dan sarana jaringan irigasi
pendukung pertanian. Ketika para
pemangku kepentingan ini  berperan
sebagal pengambil keputusan (pembuat
kebijakan) dan mempengaruhi keputusan
kebijakan atas adanya permintaan dlih
fungsi lahan yang diinginkan. Melalui
peran yang telah dilakukan dapat dilihat
pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Batu Tahun 2010-2030. Pemberian
rekomendasi alih fungsi 1ahan berdasarkan
Peraturan Daerah tersebut. Departemen
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga
berperan sebagai  fasilitator dengan
melibatkan bantuan berbagai pihak untuk
memfasilitas dan memenuhi kebutuhan
masyarakat sasaran.

2. Subject

DISKUMDAG (Dinas Koperasi, usaha mikro,
perindustrian, dan perdagangan)

Tugas dan tanggung jawab masing-masing
unit organisasi, serta penyusunan kebijakan
teknis dan rencana strategis di bidang koperasi,
usahamikro, dan perdagangan. Secaralangsung
tidak memiliki keterlibatan dengan
pengambilan kebijakan pengendalian alih
fungsi lahan hijau, namun neraca perdagangan
bahan pokok yang berasal dari 1ahan hijau pada
sektor pertanian dapat diawas dari  hasil
produktivitas yang akan di distribusikan ke
wilayah lokal. Tidak ada kewenangan terhadap
kebijakan pengendalian konversi lahan namun,
penurunan lahan hijau berdampak pada
kestabilan neraca perdagangan bahan pokok.

Kewenangan stakeholder ini  dalam
penyusunan perencanaan dan pemanfaatan
salah satunya pada hasil produktivitas lahan
hijau. Kewenangannya dalm pengel olaan pasca
produksi sgja, apabila lahan hijau semakin
terkikis akan menimbulkan penurunan neraca
perdagangan sektor pertanian dan potensi lokal
pada UMKM hilang. Peranannya hanya sebagai
fasilitator pengembangan ditribusi hasil pangan
dan UMKM sebagai potens lokal.

Context setter
PEMDES (Pemerintah Desa Pendem)

Pemerintahan Desa sebagai koordinator
yang mempunyai tugas melaksanakan
pembangunan desa, pemerintahan desa,
pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan
masyarakat. Dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Daerah KotaBatu Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun
2010-2030, Desa Pendem diidentifikasi
sebagal kawasan tanaman pangan komoditas
hortikultura.
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Kepentingannya dilhat dari kewenangan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun
konverss lahan  sepenuhnya  mengikuti
Pemerintah Daerah. Dimana pengaruh dalam
peranannya dalam implementas kebijakan
dengan memberikan arahan terkait konversi
lahan dan pentingnya lahan hijau. Pemerintah
Desa Pendem berperan sebagai akselerator
dalam proses pengendalian aih fungsi lahan
hijau. Stakeholder Para pemangku kepentingan
ini  mempunyai peran penting dalam
mempercepat dan berkontribusi  terhadap
kemampuan program untuk berjalan sesuai
jadwal atau bahkan lebih cepat dari saat
program selesai.

4. Crowd
GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Wiji
Aji Bumi

Peraturan Menteri  Pertanian  tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan
Gabungan Kelompok Tani Tahun 2013, dimana
kelompok tani berperan sebagai wadah untuk
meningkatkan kerjasama antar poktan, internal
poktan, dan pihak lain serta sesama petani.
Masyarakat Desa Pendem mayoritas bekerja
sebagal tani, hal tersebut menjadikan sektor
pertanian sebagai aktivitas ekonomi yang harus
dijaga dan dilestarikan. Perannya sebagai
pengelolalahan hijau sebagai mata pencaharian
dan distributor bantuan untuk para petani.

Kesimpulan
Terdapat enam stakeholder dari tingkat

masyarakat hingga pemerintah daerah untuk
bersinergi dalam mengendalikan alih fungsi lahan
hijau sesuai dengan kepentingan dan pengaruh
masing-masing yang dikategorikan kedalam empat
jenis, sebagai berikut:

1. Players, terdapat tiga stakeholder dengan
kewenangan dan pengaruh tinggi yaitu Badan
Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA)
keterkaitannya dalam penetepan Lahan Sawah
Dilindungi (LSD), Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan (DISPERTA)
keterkaitannya dalam pengembangan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan
Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum
(DPUPR) dikaitkan dengan usulan pengalihan
lahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

2. Subject, Salah satu pemangku kepentingan,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian
dan Perdagangan (DISKUMDAG), mempunyai
kepentingan yang besar namun dampaknya
kecil. Keterkaitannya dalam pengelolaan pasca
produktivitas lahan hijau untuk menunjang
kesgjahteraan petani dan pengembangan
potensi lokal.

3. Context Setter, Salah satu pemegang saham,
Pemerintah Desa Pendem (PEMDES),
mempunyai  sedikit kepentingan namun
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mempunyai kekuasaan yang besar.
Keterkaitanya dalam pemberian pelayanan
publik dan pengambilan keputusan alih fungsi
lahan mengikuti keputusan Pemerintah Daerah
terlebih dahulu.

4. Crowd, terdapat satu stakeholder yang memiliki
kepentingan dan pengaruh rendah vyaitu
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
sebagal perwakilan masyarakat atau kel ompok
sasaran, yang menjadi bagian dari pengendalian
aih fungs lahan hijau. Kelompok ini
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sektor
pertanian untuk kebutuhan hidup.

Setiap pemangku kepentingan yang terlibat

memiliki urgensi sesuai dengan tupoksi dan

kewenangan di bidang yang berbeda namun tetap
berkaitan.

Saran

1. Pemerintah Kota Batu dapat membuat
peraturan mengenai konvers lahan hijau
sebagal tindak lanjut dari Pasal 60 Peraturan
Daerah KotaBatu Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah K ota Batu Tahun
2010-2030 yang bertujuan untuk memberikan
hukum yang jelas bagi pelanggar tata ruang dan
mendorong masyarakat lebih  memahami
peruntukan lahan hijau.

2. Pemerintah Kota Batu dapat menetapkan tim
pengendalian alih fungs lahan hijau dari
stakeholder yang telah dianalisis dari hasil
penelitian dan pembahasan sesuai dengan
kewenangan dan perannya, bertujuan untuk
membentuk struktural yang jelas dan sistematis.

3. Pemerintah dapat mengoptimalkan pada
pengelolaan komoditas pangan yang ada di
wilayah Pendem seperti beras, jagung, dan
kedelai yang bertujuan untuk mempertahankan
Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sesuai
dengan standar, sehingga komoditas pangan
tetap ada.
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